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BUPATI MANOKWARI 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI MANOKWARI 

NOMOR 122 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

PEDOMAN PERGESERAN ANGGARAN, PENGELUARAN YANG BERSIFAT 

WAJIB DAN MENGIKAT, SERTA DARURAT DAN MENDESAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MANOKWARI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) 

dan Pasal 162 ayat (5),  ayat (6) dan ayat (11) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati  

tentangPedoman Pergeseran Anggaran, Pengeluaran Yang 

Bersifat Wajib dan Mengikat serta  Darurat dan Mendesak. 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2907); 

  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus  Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

SALINAN 
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35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;  

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  9.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 

Konflik    Sosial    (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2012  Nomor  116,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5315); 

   10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 11.   Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005Nomor165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

 14.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 15.  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

 16.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 

 17.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 18.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

   20.  Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari 01 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018; 

   21. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 06 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2018. 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PEDOMAN PERGESERAN ANGGARAN, PENGELUARAN YANG 

BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT, SERTA DARURAT DAN 

MENDESAK. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah  adalah Kabupaten Manokwari. 

2. Bupati  adalah Bupati Manokwari. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagi unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenManokwari. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh 

Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah/Penjabat 

Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang 

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat 

lainnya sesuai kebutuhan. 

7. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran 

belanja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), baik berupa penambahan 

dan/atau pengurangan. 

8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

perangkat kerja pada pemerintah Kabupaten Manokwari selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaaan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi OPD yang dipimpinnya. 

11. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, 

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya yang telah ditutup. 

12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 
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baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 

dan tanah longsor. 

14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat,  dan  

teror. 

16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, 

perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan 

prasarana dan sarana. 

17. Mendesak adalah Kegiatan-kegiatan yang harus segera dilaksanakan 

sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan paling rendah setingkat Peraturan 

Menteri dan belum direncanakan sebelumnya 

18. Wajib adalahbelanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan 

pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan 

kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.  

19. Mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 

harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup 

untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa.  

20. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja 

program dan kegiatan OPD sebagai dasar Penyusunan APBD. 

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-

OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP  

 

Pasal 2 

(1) Kriteria pengeluaran yang bersifat wajib, mengikat, darurat dan 

mendesak. 

(2) Dasar, Jenis, persetujuan, tugas terkait dan tata cara Pergeseran 

anggaran. 

(3) Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan 

 

BAB III 

KRITERIA PENGELUARAN YANG BERSIFAT WAJIB  

DAN MENGIKAT, SERTA DARURAT DAN MENDESAK 

 

Pasal 3 

Kebutuhan yang bersifat wajib dan mengikat sekurang-kurangnya memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

(1) Kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan masalah 

pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Kegiatan tahun sebelumnya yang telah selesai dikerjakan dan dibuktikan 

dengan kontrak serta berita acara. 

(3) Koordinasi guna menambah kegiatan pembangunan dan atau koordinasi 

untuk menunjang stabilitas daerah. 

(4) Program/kegiatan yang bersifat kebijakan dari pusat dan provinsi yang 

bersifat strategis dan harus dilaksanakan. 

(5) Hak-hak ASN berupa gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya yang belum 

dianggarkan. 

(6) Belanja rutin yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 

dialokasikan pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk 

keperluan setiap bulan tahun anggaran dan ditagih pihak penyedia jasa. 

(7) Pergeseran Dana Otonomi Khusus yang langsung diterima oleh 

masyarakat. 

(8) Peningkatan Kapasitas ASN dalam pelayanan dasar. 

(9) Operasional penunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

 

Pasal 4 

Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan wajib 

dan mengikat, meliputi : 

(1) Belanja rutin (air, listrik, internet). 

(2) Gaji, tunjangan, pendapatan lainnya bagi ASN. 

(3) Perjalanan dinas. 

(4) Program/kegiatan arahan dari pusat dan provinsi. 

(5) Pekerjaan yang pembayarannya tertunda. 

(6) Peralatan dan operasional penunjang pelayanan dasar. 
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Pasal 5 

Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana sekurang-kurangnya memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahan  daerah  

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

 

Pasal 6 

Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan 

darurat  dan mendesak meliputi : 

(1) Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/ 

rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap. 

(2) Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital. 

(3) Biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang 

digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi  sarana/prasarana 

vital. 

(4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi. 

(5) Pangan. 

(6) Sandang. 

(7) Pelayanan kesehatan. 

(8) Pelayanan psiko sosial. 

(9) Kebutuhan dasar (fisik dan non fisik) lanjutan setelah status tanggap 

darurat bencana berakhir. 

(10) Kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat/korban bencana. 

(11) Pengeluaran untuk mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka keadaan 

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk 

keperluan mendesak yang kriterianya mencakup. 

(12) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. 

(13) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

 

BAB IV 

DASAR PERGESERAN APBD 

 

Pasal 7 

(1)  Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan 

dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang 

bersifat strategis. 

(2)  Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar 

kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar 

rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek 
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belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-OPD. 

(3)  Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau 

pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD. 

 

BAB V 

JENIS PERGESERAN ANGGARAN 

 

Pasal 8 

(1)  Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek 

belanja berkenaan dapat dilakukan sepanjang: 

a.  pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian 

obyek belanja berkenaan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, 

kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama; 

b.  tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja 

sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD; 

c.  tidak mengubah maksud subtansi awal rincian obyek belanja sebelum 

permohonan pergeseran/perubahan disampaikan; 

d.  tidak mengubah volume uraian rincian obyek belanja; 

e.  tidak mengubah lokasi uraian rincian obyek belanja; dan  

f.  tidak mengubah target kinerja belanja, seperti : 

1.  tidak mengubah sasaran program; dan 

2.  tidak mengubah keluaran (output) kegiatan. 

(2)  Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja 

berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, 

kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama. 

(3)  Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan 

dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada 

kegiatan yang sama. 

(4)  Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar 

kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar 

rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek 

belanja dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-

undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis. 

(5)  Pergeseran anggaran antar akun dapat dilakukan karena adanya 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan 

pemerintah yang bersifat strategis. 
 

 

BAB VI 

PERSETUJUAN PERGESERAN DAN PENAMBAHAN APBD 

 

Pasal 9 

(1)  Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek 

belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja 

dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 
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(2)  Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja 

berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama 

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(3)  Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan 

pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas 

persetujuan Sekretaris Daerah. 

(4)  Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar 

kelompok belanja, antar jenis belanja antar obyek belanja, dan antar 

rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek 

belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan 

dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan 

DPRD. 

(5)  Pergeseran anggaran antar akun karena adanya ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat 

strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan 

pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 

(6)  Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 

ayat (5) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD dan diformulasikan dalam DPPA-OPD sebagai dasar 

pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan 

rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD. 

(7)  Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran APBD dilakukan cukup 1 (satu) kali dalam tahun 

anggaran berkenaan, kecuali adanya perubahan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang 

bersifat strategis. 

 

BAB VII 

TUGAS PIHAK TERKAIT 

 

Pasal 10 

(1)  Dalam kegiatan pergeseran anggaran, OPD memiliki tugas sebagai 

berikut: 

a.  mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka 

efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan 

pergeseran anggaran; 

b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului 

penetapan Perubahan APBD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua 

TAPD; 

c.  menyusun rancangan DPPA-OPD dan mengikuti pembahasan 

rancangan DPPA-OPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan 

d.  menyusun DPPA-OPD. 

(2)  Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai 

berikut: 
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a.  meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh 

Kepala OPD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Penjabaran APBD; 

b.  melakukan pembahasan rancangan DPPA-OPD; 

c.  menyerahkan DPPA-OPD yang telah sesuai kepada PPKD; dan 

d.  menampung, meneliti, dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang 

diajukan oleh Kepala OPD untuk ditampung lebih lanjut dalam 

Perubahan APBD. 

(3)  Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai 

berikut: 

a.  menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran 

untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran APBD; 

b.  menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran; 

c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek 

belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, 

jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama; 

d.  menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek 

belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok 

belanja dan kegiatan yang sama; 

e.  menyiapkan Surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran 

anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD; 

f.  menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Penjabaran APBD; dan 

g.  mengesahkan DPPA-OPD. 

(4)  Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah memiliki tugas 

sebagai berikut : 

a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran 

mendahului penetapan Perubahan APBD yang diajukan oleh Kepala 

OPD; 

b.  memimpin TAPD dalam pembahasan rancangan DPPA-OPD; 

c.  menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja 

dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan 

yang sama; dan 

d.  menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran APBD kepada Bupati untuk ditandatangani. 

(5)  Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas sebagai 

berikut: 

a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD 

tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD 

karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan 

b.  mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati terhadap pelaksanaan 

pergeseran anggaran. 

 

 



 11

BAB VIII 

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 

 

Pasal 11 

Penyusunan usulan pergeseran anggaran : 

a.  Kepala OPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta 

memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan 

pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang 

tugasnya. 

b.  Kepala OPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran 

kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD disertai 

alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan 

DPPA-OPD. 

c.  PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris 

Daerah selaku Ketua TAPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD. 
 

 

Pasal 12 

(1)  TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan 

rancangan DPPA-OPD sesuai petunjuk/arahan Sekretaris Daerah selaku 

Ketua TAPD. 

(2)  PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran 

anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD karena adanya 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan 

pemerintah yang bersifat strategis, menyiapkan surat Bupati yang 

ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran 

anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD. 

 

Pasal 13 

(1)  PPKD berdasarkan Keputusan Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, 

menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran 

APBD. 

(2)  Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, 

mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran 

APBD menjadi Peraturan Bupati. 

 

Pasal 14 

(1)  Kepala OPD menandatangani DPPA-OPD untuk disahkan oleh PPKD dan 

memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah. 

(2)  Pengesahan DPPA-OPD oleh PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah 

terhadap DPPA-OPD dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan 

Persetujuan terhadap pergeseran anggaran. 

(3)  DPPA-OPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada OPD 

terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya. 
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BAB IX 

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN  

DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 15 

(1) Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja  yang bersifat 

tetap, wajib, mengikat dan mendesak dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan 

daerah. 

(2) Pengawasan penggunaan belanja  yang bersifat tetap, wajib, mengikat dan 

mendesak dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai tugas dan 

fungsinya. 

BAB X 

PENUTUP 

 

Pasal 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar  setiap  

orang  mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari. 

 

                                                                        Ditetapkan di Manokwari 

                                                                        pada tanggal 27 Desember 2017 
 

                                                                         BUPATI MANOKWARI, 
    

                                                                               CAP/TTD             

                                                                           

                                                                         DEMAS PAULUS MANDACAN 
 

Diundangkan di Manokwari 

pada tanggal 27 Desember 2017 
 

SEKRETARIS  DAERAHKABUPATEN MANOKWARI, 

      CAP/TTD 

 

FREDERIK MUSA LALENOH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2017 NOMOR 122  

Salinan sesuai dengan aslinya 

AN.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
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PEMBINA 
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